Menimbang:

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa berdasarkan perundang-undangeugy berlaku,
Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan
mengembangkan penyelenggaraan sistem informasr anta
bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, kimysus
dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi
debitur;

bahwa dalam rangka memperlancar proses peryedana
untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan
manajemen risiko kredit yang efektif serta tersegha
informasi kualitas debitur yang dapat diandalkargkan
diperlukan adanya sistem informasi debitur yanghep,
akurat, terkini, dan utuh;

bahwa untuk mendukung tersedianya informasiituleb
yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh serta untuk
meningkatkan disiplin pasar, diperlukan penyempamnna

terhadap penyelenggaraan sistem informasitutelgang

dikelole ...



Mengingat :

Menetapkan:

1.
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dikelola oleh Pusat Informasi Kredit (Biro Informas
Kredit/credit bureau);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksiitha
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, dipandangyarituk
mengatur kembali ketentuan mengenai sistem infarmas
debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun2lf@ditang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubabaten
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubahaseng
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM

INFORMASI DEBITUR.

BAB | ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjaie:

1.

Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimakswaindiindang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termiantor cabang
bank asing.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebutR BRdalah
Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud déladang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimbtadeibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Lembaga Keuangaion Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi
asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventua @erusahaan
pembiayaan, serta badan-badan lain yarenyelenggarakan pengelolaan
dana masyarakat.

Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah Ré&amsn Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keunangntang
Perusahaan Pembiayaan, yang melakukan kegiataa kgt kredit.
Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang marjala usaha
simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Undanguién®lomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Rank,
Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Kope®&sipan Pinjam,
yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiabperasional, antara

lain:

a.kantoi ...
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11.

a. kantor pusat;

b. kantor cabang;

C. unit syariah;

d. kantor cabang bank asing; dan

e. kantor cabang pembantu bank asing,

yang menyampaikan laporan debitur.

Debitur adalah perorangan, perusahaan atau bad@nmamperoleh satu
atau lebih fasilitas penyediaan dana.

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dhlaporkan oleh

Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cardelatuk laporan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang memakadi informasi

Debitur yang merupakan hasil olahan dari LaporabitDe yang diterima

oleh Bank Indonesia.

Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapordakk rupiah

maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surahdrga, penempatan,
penyertaan modal, penyertaan modal sementara, atagiinnya, dan

transaksi rekening administratif, serta bentuk peligan dana lainnya yang
dapat dipersamakan dengan itu.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddjpersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakat@m meminjam

antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkhakppeminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgalepemberian bunga,
termasuk:

a. cerukan ¢verdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

b. pengambilaliha ...
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b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan gmjatiang;

c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak la

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, walskdasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentinigam, atau suatu kewajiban
dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangialam pasar modal
dan pasar uang.

Penempatan adalah penanaman dana Pelapor padéimadi&lam bentuk
giro, interbank call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit,
dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapon dedatuk saham
pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangpeoydasebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yangakoerl seperti
perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, peansahek, asuransi,
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpaeamasuk penanaman
dalam bentuk surat utang konversorfvertible bonds) dengan opsi saham
(equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat geela
memiliki atau akan memiliki saham pada bank dao/g@rusahaan yang
bergerak di bidang keuangan lainnya.

Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan MiafaPelapor dalam
perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan Kot to equity swap),
termasuk penanaman dalam bentuk surat utang korjeemnsertible bonds)
dengan opsi sahamequity options) atau jenis transaksi tertentu yang
berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki sahpada perusahaan
Debitur.

Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak antara lain
berupa surat berharga yang dibeli dengan janjiatligembali (everse
repo), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.

17. Transaks ...
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17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajibammkmen dan
kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitamijgan, letter of credit
(LC), standby letter of credit (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan

kontinjensi lain.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam kangpemperlancar proses
Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, datifidasi kualitas Debitur

untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meatken disiplin pasar.

BAB Il
PELAPOR

Pasal 3

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah:

a. Bank Umum;

b. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.@@WAD (sepuluh miliar
rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan bertwnuitt dan

c. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank.

Pasal 4

(1) BPR yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diodildalam Pasal 3
huruf b dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Infornteebitur setelah

mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal:

a.memiliki ...
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a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang ridign dalam
Sistem Informasi Debitur.
(2) Tatacara dan persyaratan untuk menjadi Pelapor BB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalanraSlEdaran Bank

Indonesia.

Pasal 5

(1) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi SimpanmRidgpat menjadi

Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:

a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan

b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yangldigen dalam Sistem
Informasi Debitur.

(2) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan mRisgbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi Pelapor dalam Sistdonmasi Debitur
setelah:

a. mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
b. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam rBisteformasi
Debitur.

BAB IV
LAPORAN DEBITUR

Pasal 6

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepa@akBlndonesia
secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepdttuyasetiap bulan untuk

posisi akhir bulan.

(2) Laporatr ...
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(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayahé¢liputi antara lain
informasi mengenai:
a. Debitur;

b. pengurus dan pemilik;

c. fasilitas Penyediaan Dana;

d. agunan;

e. penjamin;

f.  keuangan Debitur.

(3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayadai)ayat (2), wajib
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Lapor&ituDe/ang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debiturgséipana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud padd2) diatur lebih

lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

(1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimanaakdind dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalaiDeaitur merupakan
perusahaan atau badan yang menerima satu ataudsbitas Penyediaan
Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebes&.0B{.000.000,00
(lima miliar rupiah) atau lebih.

(2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimanaakdind dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan infornteiangan terkini.

Pasal i ...
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Pasal 8

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuktigmea kalinya paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannyaer-id dan password Web Sistem

Informasi Debitur.

Pasal 9

(1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data tDelgang terdapat
dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:
a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau dkyidan/atau
b. pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan olerapet.

(2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pgaia (&) dilakukan
berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yaatakukan pengelolaan

data Debitur.

BAB V
KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 10

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur gyaelah disampaikan
kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitwaktichemenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), 2yatan ayat (3) atas temuan

Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuanl Bdohkesia.




(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB VI
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR
DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 11

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebag@@mdimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (@elas) setelah bulan
Laporan Debitur yang bersangkutan.

Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Delpada tanggal

diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporabitlr apabila
menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas wadhagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan lklain setelah bulan
Laporan Debitur yang bersangkutan.

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Delapabila belum
menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur mpeai batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian LaporabitDr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 gddh hari Sabtu, Minggu,

atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikasepaari kerja sebelumnya.

Pasal 1 ...
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Pasal 14

(1) Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debituraggiimana dimaksud
dalam Pasal 10:
a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, patmgat tanggal
12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yangamgkutan;
b. atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambaggédn 12
(dua belas) pada periode penyampaian Laporanubdiatikutnya.
(2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Llapddebitur pada
tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur olemiB&ndonesia.

Pasal 15

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan korekgiotan Debitur apabila
menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui bataktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksipokan Debitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) petda hari Sabtu, Minggu
atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur dipaikan pada hari kerja

sebelumnya.

BAB VII
PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR
DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR
Pasal 17

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/&aneksi Laporan
Debitur secaran-line.

(2) Pelapor...



(2)

3)

(4)

(5)

(6)
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Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam mequgigan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib nempaikan secara
on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya Relapor yang
bersangkutan.

Dalam hal penyampaian secawa-line melalui kantor pusat atau kantor
cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayaték)dapat dilakukan
sampai dengan batas akhir periode penyampaian &aagaebitur dan/atau
koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dd&asal 11 ayat (1)
dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka Pelapor dapat amgaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secdidine.

Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Lapdebitur secara
off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pdangoat
3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periodeypeipaian Laporan Debitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat psatabaan tertulis
kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen gty dari instansi
yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud.

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporabitlr dan/atau
koreksi Laporan Debitur secawdf-line apabila menyampaikan Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur seaafdine melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pelapor yang mengalami keadaan memaf®saq majeure) sehingga tidak
memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur/adan koreksi
Laporan Debitur secaran-line dan off-line sampai dengan batas akhir
periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau korekss Laporan
Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepRdnk Indonesia untuk
memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Detiétatau koreksi

Laporan Debitur.

Pasal 18..
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Pasal 18

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur/adau koreksi Laporan
Debitur yang diterima karena adanya gangguwkmid atau gangguan lainnya
pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, mB&ak Indonesia dapat
meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Lapordpitiredan/atau koreksi

Laporan Debitur.

Pasal 19

(1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debiturcase on-line
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dah (@Y wajib
disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasionalludr wilayah
Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau korekspotan Debitur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusordd@mpaikan oleh
kantor pusat Pelapor.

(3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debiturcase off-line
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dahepgahuan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Jlawdpb disampaikan
kepada:

a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.gsa® Informasi
Kredit JI. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagildpor yang
berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Banlohesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yamgeldudukan di

luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VIII ...
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BAB VIl
INFORMASI DEBITUR
Pasal 20

Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

Pelapor;
Debitur; atau

pihak lain.

Pasal 21

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporaagséimana dimaksud
dalam Pasal 6 dapat meminta informasi Debitur ssbemna dimaksud
dalam Pasal 20 kepada Bank Indonesia yang halalsukbn secara
on-line.

Permintaan informasi Debitur secamaline sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapoany

bersangkutan.

Pasal 22

Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaandmaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegpeiPelapor dalam
rangka:

a. kelancaran proses Penyediaan Dana;

b. penerapan manajemen risikign

c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuketentuan Bank

Indonesia yang berlaku.

(2) Pelapo ...



(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atasrpetaan Debitur dari
Pelapor yang bersangkutan.

Segala akibat hukum yang timbul sehubungan denganggunaan
informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang Kidsesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wepen menjadi

tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaam Rapada Debitur
atau calon Debitur karena akibat langsung darirmési Debitur, Pelapor
wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Delatiau calon Debitur
tersebut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hbeslaku apabila
terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau malDebitur yang

bersangkutan.

Pasal 24

Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atama Debitur yang
bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepadapdPelgang

memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut.

Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaendimaksud pada
ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis ydisgmpaikan langsung
oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yangrdikeasa, dengan
menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli sukaasa dari Debitur

kepada pihak yang diberi kuasa.

(3) Seqali ...



3)

(1)

(2)

(1)
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Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengamggunaan
informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat f&penuhnya

menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan.

Pasal 25

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 budapat meminta

informasi Debitur kepada Bank Indonesia dalam ranglelaksanaan

Undang-Undang.

Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain selb@gaa dimaksud dalam

Pasal 20 huruf ¢ dilakukan dengan memenuhi persyasebagai berikut:

a. permohonan informasi Debitur disampaikan secartulierkepada
Bank Indonesia oleh pihak yang memiliki kewenangaengan
menyampaikan peruntukan penggunaan informasi Drebitnaksud,;
dan

b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang tirbbrkaitan
dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnyaautietginggung

jawab pemohon.

BAB IX
PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB
Pasal 26

Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atejabgt yang
bertanggung jawab dalam:

a. menyampaikan Laporan Debitur;

b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan

c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitu

(2) Pelapo ...



(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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Pelapor wajib membuaiser-id petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan
Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menenfoamasi Debitur.
Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yditgnjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia pEimbat 2 (dua) bulan
sejak Bank Indonesia memberikarser-id dan password Web Sistem
Informasi Debitur.

Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-piekg ditunjuk sebagai
petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggway sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghames-id sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubabh&ar ddimaksud
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjgdiperubahan.

Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugasaksana dan/atau
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimalesleal ayat (1) dan
ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Perizinam Idéormasi Perbankan
c.g Pusat Informasi Kredit JI. M.H. Thamrin No. 2 Jaksat0350.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 27

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap péaenkewajiban
Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan Sistermia® Debitur.

Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkégh Bank Indonesia
dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimareksdian pada
ayat (1).

BAB XI ...



(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB XI
SANKSI
Pasal 28

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan taapoDebitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) densanksi berupa
kewajiban membayar dan penundaan pemberian inforDetsitur sampai
dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud olehkBadonesia.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimanaksilich pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu ygeim) per hari
kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Banlembaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebes
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kegge#ambatan untuk
setiap kantor Pelapor.

Pasal 29

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan LaporBebitur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dltensanksi berupa
kewajiban membayar dan penundaan pemberian inforlDetstur sampai
dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud olehkBadonesia.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimanakslich pada
ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima pjutdn rupiah)

per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;

b. bag ...
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bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Banlembaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebes
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debiintuk setiap

kantor Pelapor.

Pasal 30

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikankkoreaporan Debitur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) auwdah Pasal 15 dikenakan

sanksi kewajiban membayar:
bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratugsujnah) per hari kerja

a.

(1)

keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;

bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bardinhaga Keuangan

Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar RPQR0 (dua puluh

lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan krdatiap kantor Pelapor.

Pasal 31

Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesiaatiiketnenyampaikan

Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebaganuimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakanksi kewajiban

membayar:

a.

bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus piaiuh ribu
rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesdaOFRD00.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;

bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Banlembaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebes
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbidg dengan batas

maksima ...
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(1)

(2)

3)
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maksimal sebesar Rpl1.000.000,00 (satu juta rupiatiyk setiap
kantor Pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikarkkote&poran Debitur

atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dichdktam Pasal 14

ayat (1) huruf b dan Pasal 15 dikenakan sanksipaeru

a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud padaByat (

b. teguran tertulis; dan

c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai demlf@anmanya
seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Berdonesia.

Pasal 32

Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atalkkoteaporan Debitur

secaraoff-line yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalamPasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayatdiBenakan sanksi kewajiban

membayar:

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu jupaalm) per
LaporanDebituruntuk setiap kantdPelapor;

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Banlembaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebes
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan fDehlintuk setiap
kantor Pelapor

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bddlku dalam hal

Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secfifane atas dasar

temuan Bank Indonesia.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan raspbDebitur secara

off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalazal R&

ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

a. bagi...
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a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu ygeim) per hari
kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Banlembaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebes
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kegetambatan untuk
setiap kantor Pelapor

(4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikankkoteaporan Debitur
secaraoff-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban mearbay

a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratuguiiah) per hari
kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;

b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bankmhaga
Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, ssebe
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hanj keterlambatan

untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 33

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasitlretiak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(Hyatikenakan sanksi
kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lin@hputa rupiah) untuk

setiap informasi Debitur.

Pasal 34

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimamaksud dalam Pasal 3,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 1{1ayBtsal 12, Pasal 13, Pasal 14

ayat (1 ...
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ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (&}, (&Y, ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), Pasal 19, Pasal &gat (1) darayat (2),Pasal 23Pasal 26dan Pasal 27
ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif beteguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 T&l8P tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndateptinNomor 10
Tahun 1998.

Pasal 35

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksjastana dimaksud dalam
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, PasahBZakal 33 mulai berlaku 9

(sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimanakdindadalam Pasal 8.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

BPR yang telah memiliki total aset mencapai Rp @0.0000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bularakd#ir sebelum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menjadi Pelaggmabila memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 37

Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bankinbaga Keuangan Non
Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam yang telah menpeélapor sebelum

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pengensanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Bas®asal 32, dan Pasal 33

mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Desemb@r.2

BAB XIII ...



-23-

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Semua istilah Kredit yang digunakan dalam Perat@ank Indonesia ini, bagi
Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkesippsyariah harus dibaca
sebagai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamiueteBank Indonesia
yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aktiva lBafang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasitiredkan diatur lebih lanjut

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini nk&tantuan pelaksanaan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI1/2005 tangdalanuari 2005 tentang
Sistem Informasi Debitur sepanjang tidak berterdandengan PBI ini tetap

berlaku sampai dengan dicabut.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini rRgkaturan Bank Indonesia
Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentaistem Informasi Debitur

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...
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Pasal 42

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejakgal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrefammgan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMORL43
DPIP/DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

UMUM

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yarigkiherBank
Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangleayelenggaraan
sistem informasi antar bank yang dapat diperluagae menyertakan lembaga
lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan ituk Badonesia mengelola
suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Krédiedit bureay yang
menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistrilansiknformasi debitur
yang dihasilkan olelsistem informasi debitur yang dari waktu ke wakdlaki
disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembapgegkonomian dan
teknologi.

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapaajeman risiko
kredit yang efektif serta ketersediaan informasilikas debitur yang diandalkan
dapat dicapai apabila didukung oleh sistem infornakebitur yang lengkap,
akurat, terkini, danutuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnyah tel
memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediame) sistem informasi
debitur dapat mendukung percepatan proses anaisp@&hgambilan keputusan
pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan maeajerisiko, sistem
informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan prosiko kredit debitur.
Selain itu tersedianya informasi kualitas debitdiperlukan juga untuk
melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debifuardara Pelapor.

Dalan ...
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Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisigpsnyelenggaraan
sistem informasi debitur yang menghasilkan inforimdebitur yang lengkap,
akurat, terkini dan utuh, maka diperlukan pengatukembali ketentuan
mengenai sistem informasi debitur yang meliputiupahan cakupan pelapor,
pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, yeapessanksi, serta
penyempurnaan tata cara pelaporan atau permimt@amasi debiturSelain itu,
dalam rangka meningkatkan disiplin pasar diperlukeamsparansi kondisi
debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentangngaya menjaga reputasi

perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaamiagdebitur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “infrastruktur’ antara lairalal perangkat
komputer dan jaringan telekomunikasi yang dipenukialam Sistem

Informasi Debitur.

Yanc ...

—_
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Yang dimaksud dengan “struktur data” antara laialatd komponen
(field) data yang bersifat wajiom@ndatory, tipe data, dan panjang
data.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “infrastruktur’ antara lairalal perangkat
komputer dan jaringan telekomunikasing diperlukan dalam Sistem
Informasi Debitur.
Yang dimaksud dengan “struktur data” antara laialatd komponen
(field) data yang bersifat wajibm@ndatory, tipe data, dan panjang
data.

Ayat (2)
Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi iiDebadalah
perikatan antara Pelapor dan Bank Indonesia mengernaitsertaan

Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Informasi mengenai Debitur antara lain berisi infasi mengenai

nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomartiKTanda

Penduduk ..
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Penduduk, nama gadis ibu kandung, dan keterkaitahit»
dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikdan
hubungan keuangan.

Huruf b
Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lamisi
informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok WRglak,
jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf c
Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana ariéanaberisi
informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlattitées yang
diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyedidaana yang
dihapusbuku, yang dihapustagih, dan yang diselasailengan
cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian unelal
pengadilan.

Huruf d
Informasi mengenai agunan antara lain berisi inf®inmengenai
bukti kepemilikan, nilai agunan, lokasi agunan, dpgmis
pengikatan.

Huruf e
Informasi mengenai penjamin antara lain berisi nmiasi
mengenai nama, alamat, akta pendirian, dan bagiag gijamin.

Huruf f
Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh daporan
keuangan Debitur antara lain berisi informasi meaggos-pos

neraca dan laba rugi.

Avat (3) ...



Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud denganus$er-id dan password Web Sistem Informasi
Debitur’ adalah identitas bagi Pelapor untuk maglag-in) ke dalam

aplikasiWebSistem Informasi Debitur.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan olehapal antara
lain karena data telah dialihkan kepada pihak laiang bukan
Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian (RBaY)/
Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN).

Avat (2) ...



Ayat (2)
Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur ataar adalah:
a. Tim Likuidasi, bagi Pelapor yang mengalami pencabuizin
usaha atau likuidasi;
b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan rUJrusa
Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)kudata
yang telah dialihkan ke pihak lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikepada Bank
Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008

Ayat (2)
Apabila Laporan Debitur disampaikan secaraline maka tanggal
diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesidadtanggal yang
tercantum pada tanda terima Laporan Debitur daie8i Informasi
Debitur.
Apabila Laporan Debitur disampaikan secaf&line, maka tanggal
diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesidadénggal yang
tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debituri dzank

Indonesia.

Pasal 1 ...



Pasal 12

Ayat (1)
Contoh:
Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporabitlr bulan
Februari 2008, apabila Pelapor menyampaikan LapDentur pada
tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31t\2afs.

Ayat (2)
Contoh:
Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debbulan
Februari 2008, apabila Pelapor belumenyampaikan atau

menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal atelv?008.

Pasal 13

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasiodah hari libur setempat
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat .

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” add&ah kerja yang
jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Laporan Debitur bulan Maret 2008 yang wajib disaikgra paling
lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Salhaka batas akhir
penyampaian Laporan Debitur bulan Maret 2008 adpkda hari Jumat
tanggal 11 April 2008.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Contoh ...



Contoh:
Koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajikachpaikan
paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

Huruf b
Contoh 1:
Apabila teguran Bank Indonesidisampaikan kepada Pelapor
pada tanggal 20 Februari 2008, maka koreksi Lap&albitur
wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008
Contoh 2:
Apabila teguran Bank Indonesidisampaikan kepada Pelapor
pada tanggal 1 Februari 2008, maka koreksi Lapdehitur
wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan kore&gotan Debitur bulan
Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur misaikan melampaui
tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksgpotan Debitur
berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui derairan tanggal 20
Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur misaikan melampaui
tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 3 ...



Contoh 3:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan korekgpotan Debitur
berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui stegtiran tanggal
1 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitsamhpaikan melampaui
tanggal 12 Maret 2008.

Pasal 16

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasiorddn hari libur

setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daeragkdin.

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” ad&lah kerja yang

jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur yang wajib disampaikan mgliambat tanggal
12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas gidnyampaian koreksi
Laporan Debitur adalah pada hari Jumat tanggaldril 2008.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitm/adau
koreksi Laporan Debitur secaoa-ling’ adalah penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Paiagengan cara
mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan t@redan/atau
koreksi Laporan Debitur secara langsung melaluiinggn
telekomunikasi ekstranet Bank Indonesia atau melgwingan

telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Ireka.

Avat (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gaggyang
menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan LapDebitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur secanaline, antara lain gangguan
pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitam/adau
koreksi Laporan Debitur secan#-line” adalah penyampaian Laporan
Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh pela yang
dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Lapd&rahitur
dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Insi@anantara lain
dalam bentuk disket atawmpact disc

Ayat (4)
Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengandisi
gangguan teknis antara lain surat dari penyediaingan
telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan
telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringatrii dalam hal
Pelapor mengalami pemadaman listrik.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “keadaan memaksacé majeury® antara
lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konfisebgta, sabotase,
serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumg ggengganggu

kegiatan operasional Pelapor.

Pasal 1 ...
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Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Informasi Debitur meliputi antara lain identitas diter, pemilik dan
pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterimebitDr, agunan,

penjamin, dan kolektibilitas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yangsdmgkutan
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transpBedapor kepada
Debitur untuk mengetahui informasi mengenai PeragdiDana yang
diperoleh.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 2 ...
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Pasal 23

Ayat (1)
Pemberian penjelasan tertulis kepada Debitur daifsgkukan dengan
menggunakan media elektronik dan/atau non-elel¢roni

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan identitas diri adalah :
a. KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS, untuk Debitur Perorangatau
b. Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar d&eas
yang terakhir, untuk Debitur Badan Usaha.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



Pasal 27

Ayat (1)
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Pengawasadilakukan melalui:

a. pengecekan secara langsung terhadap Pelapor;alan/at
b. pengecekan secara tidak langsung melalui pene¢ldizadisis, dan
evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan 8&lelapor
kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi kaamg
diperoleh Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyangmaik
Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari S¢anggal
17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakaarnbat
menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) haerjak
yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kawtirang
Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebes
3 (tiga) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = RMB.000,00
(tiga juta rupiah).

Huruf k& ...
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Huruf b
Contoh:
Apabila kantor pusat BPR menyampaikan Laporan Debilan
Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2@&&ator
pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan LapDeditur
selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jung&n Senin,
sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewsjiba
membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (serdusupiah) =
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyangmaik
koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada $enin tanggal
17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakenarnbat
menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 )tigai kerja
yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kan#@dvang Bank
Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebeséig&®) x
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.0001@& (ratus ribu
rupiah).

Huruf k& ...
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Huruf b
Contoh:
Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi LapoDebitur
bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 M2088, kantor
pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan korélegioran
Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamdamat, dan Senin
sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewsjihambayar
sebesar 3 (tiga) x Rp25.000,00 (dua puluh lima rhpiah) =
Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Ayat (1)
Temuan Bank Indonesia antara lain dapat berasal Hasil
pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitdan/atau
informasi dari Pelapor lain.
Huruf a
Contoh:
Bank Indonesia menegur 1 (satu) kantor cabang Bamkim
untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debit
Atas teguran tersebut, kantor cabang Bank Umumnédiken
sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.00@08
ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (guta lima
ratus ribu rupiah).
Huruf b
Contoh:
Bank Indonesia menegur kantor pusat BPR untuk rokkak
koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas ...
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Atas teguran tersebut, kantor pusat BPR dikenakamkss
kewajiban membayar sebesar 10 x Rp25.000,00 (diug fimna
ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima pulbk rupiah).
Ayat (2)
Contoh :
Bank Indonesia per tanggal 1 Februari 2008 menég(satu) kantor
cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadagsépuluh)
Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikaling lambat
tanggal 12 Maret 2008.
Apabila kantor cabang Bank Umum melakukan korelasigptanggal
14 Maret 2008, maka kantor cabang Bank Umum tetsgikenakan
sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000@® ratus
lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua jlitaa ratus ribu
rupiah), sanksi administratif berupa teguran testuldan sanksi

penundaan pemberian informasi Debitur.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh :
Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan

teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Mare? 886 upaya

enyampaian..
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penyampaian Laporan Debitur secaraline melalui kantor pusat
atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukaapadran
Debitur disampaikan secaraff-line pada hari Selasa tanggal
18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas wakingy
ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ma@&82(3 hari
kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap téaebut,
kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar 1 (satu) x Rp1.000.000,00 (s@uypiah) =
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Huruf b

Ayat (4)

Contoh :

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan tekmigpaa
dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaygapgaian
Laporan Debitur secamn-line melalui kantor pusat atau kantor
cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan [Debit
disampaikan secaraff-line pada hari Selasa tanggal 18 Maret
2008 sehingga terlambat dari batas waktu yangagikain yaitu
pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kegtelah
tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut,ckacdbang
BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesaatl)(x
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000s@0afus ribu
rupiah).

Huruf a

Contoh :
Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan
teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Mareg 2@ upaya

penyampaian..
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penyampaian koreksi Laporan Debitur secaraline melalui
kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak ddpakukan.
Koreksi Laporan Debitur disampaikan secan#-line pada
hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlardba
batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Seamggal
17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Ma@08).
Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umumnédkan
sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x RPAO@O
(seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus niipiah).

Huruf b
Contoh :
Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan tekmigpasa
dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaygapgaian
koreksi Laporan Debitur secaoa-line melalui kantor pusat atau
kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Kordlegporan
Debitur disampaikan secaraff-line pada hari Selasa tanggal
18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas walkdngy
ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ma@&82(3 hari
kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap téaebut,
kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban meanbay
sebesar 1 (satu) x Rp25.000,00 (dua puluh lima mnipiah) =
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 3 ...
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Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelgaog baru memulai

kegiatan operasional atau baru menjadi Pelaporlabketdikeluarkannya

Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyedidama atau

tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengamitg berupa:

a.
b.

transaksi investasi dalam aksldidharabahdan/atauiMusyarakakh
transaksi sewa dengan algrah atau sewa dengan opsi perpindahan
hak milik dalam akadjarah Muntahiyah bit Tamlik

transaksi jual beli dalam ak&durabahah Salam danlstishsna;
transaksi pinjam meminjam dalam ak@drdh dan

transaksi multi jasa dengan menggunakan #leaah atauKafalah

berdasekar ...
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antapoPelengan nasabah
pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untalunasi
hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasidharabah

dan/ataumusyarakaldan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.
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